
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srondol Semarang Jawa Tengah Kode Pos 50263

Telepon (024)7473746 Faksimile (024) 7473800
Laman arpusda.jatengprov.go.id Pos-elarpus@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : Para Kepala Bidang
Dari : Sekretaris
Tanggal : 27 April 2026
Nomor : 400.6.4.4/158/DINARPUS/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Notulen Uji Konsekuensi daftar Informasi Publik Tahun 2026

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Notulen Uji Konsekuensi Daftar
Informasi  Dikecualikan  dan  Penetapan  Daftar  Informasi  Publik  Tahun  2026  sebagai
berikut:

A. Waktu dan Tempat
Uji Konsekuensi dilaksanakan pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 – Selesai

  Tempat : Ruang  Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   Provinsi Jawa Tengah

           Jl. Setiabudi No. 201 C Srondol Semarang.

B. Hasil
1. Uji  Konsekuensi  dibuka  oleh  Kepala Dinas Kearsipan  Dan  Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah.
2. Uji  Konsekuensi  dilakukan oleh  Ibu  Ermy Sri  Ardhyanti  selaku  Komisioner

Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Tengah.
3. Klasifikasi Informasi Publik

Informasi yang dapat diakses oleh publik terbagi menjadi tiga kategori utama:
a. Informasi Wajib Berkala: Target publikasi pada Mei Minggu ke-4 melalui

website resmi dan media social;
b. Informasi  Serta-Merta:  Informasi  terkait  kepentingan umum yang harus

disampaikan secara aktif (diminta atau tidak tetap harus disampaikan);
c. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat: Informasi yang harus selalu siap

jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemohon informasi.
4. Ketentuan Laporan dan Transparansi

a. Laporan keuangan wajib diaudit terlebih dahulu. Jika belum melalui proses
audit, laporan tersebut dilarang untuk diunggah/dipublikasikan;

b. Batas akhir pelaporan adalah 31 Maret tahun berikutnya. Keterlambatan
dalam pelaporan akan berakibat pada pengurangan nilai evaluasi;
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c. Informasi  terkait  AMEL  (Aplikasi  Monitoring  Evaluasi  Lokal)  harus
dimasukkan dalam pelaporan;

d. PPID berkewajiban mengumpulkan data dari setiap bidang secara berkala
untuk  diunggah  ke  website  resmi  guna  memastikan  informasi  selalu
terbarui (up-to-date).

5. Pengelolaan Arsip Kuno 
a. Arsip  atau  naskah  kuno  peninggalan  era  Belanda  yang  belum melalui

proses verifikasi dilarang untuk dipublikasikan;
b. Wasiat dan Arsip Titipan: Dokumen berupa wasiat seseorang atau arsip

yang dititipkan termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan. Hal
ini sesuai dengan ketentuan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal
17;

c. Prosedur Ahli Waris: Dinas Arpus (Arsip dan Perpustakaan) berkewajiban
untuk  menyurati  ahli  waris  guna mendapatkan kejelasan status  hukum
dan hak akses dokumen;

d. Arsip  Tanpa Perjanjian:  Arsip  yang  belum memiliki  nota  kesepahaman
(MoU)  atau  perjanjian  tertulis  tidak  diperbolehkan  untuk  dipublikasikan
kepada umum;

e. Hak Akses Ahli Waris: Arsip, dokumen, dan memorabilia dapat dinyatakan
terbuka untuk publik apabila telah mendapatkan persetujuan atau izin dari
ahli waris yang bersangkutan;

f. Batas Waktu (Deadline): upload dokumen uji konsekuensi paling lambat
tanggal 30 April.

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih dan mohon arahan

lebih lanjut.

Sekretaris,

       ${ttd}

Dr. Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT
PembinaTingkat I
NIP. 197311171998031007
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